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KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
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NOMOR : 007/KU.01 .00IKH-0810112023 

TENTANG 

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWA! (PPABP) 

PADA SEKRETARJAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2023 

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Administrasi Belanja 

Pegawal pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023, maka perlu Menunjuk Petugas 

Pengelola Anggaran Betarija Pegawai (PPABP) Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; 

b. bahwa berdasarkan pert!mbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentarig Petugas 

Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Sekretariat Badan 

Pnriu P'rnilihn I irnu urn khu unfn Vnthv,rirwiin Tirnu ur T2hu un 

Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

emoaran iegara epuDIiK naonesa tanun uui iomor 41, iamoanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaari Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Repu bilk Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

PemUihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

6. Peraturan Presiden RepubUk Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
rI... ..4_. ...._ rI ..._....f I.--.- rflycuadI I ic1 cli IU!uc*c ri i IIi ii lkcij I. 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemifihan Umum Provinsi, dan Sekretanat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Keuangan RepubUk Indonesia Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190!PMK.05/2012 tentang Tata Cars Pembaysran Daam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 83/PMK.

02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; 
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0343/BAWASLU/SJ/KU .00.03N1/20 19 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
I T..k. r, 1)fl1)I fr'.f, rr r'.c d.r, T-+- V€,'.r QclL'rf',r,'.+ I I L41 11.11 I £..I.IL. I 1.14111.1.41 l '...I I t..4l ll.JC4%41 1.41.411 I 1.4444 I ¼S..lJ4.4 %.IL#fll 14$.C4I 1.41. SJ14I 11.41411.41 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan; 

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 
r'.e, r'. A ,4mir'.ic,+ r.+r.r It,r*a ri,f lrl 

1.14$ 1tC41 I, I Cal •Cal llI.catCaI I I t\141 I Ill 11.41.1 C.ILLII I caJL4lCa 1..JcaISI CaI.CaI 1441. LJCII.AC.41 I 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

0085/KU.01 .00/KI/12!2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna 
A i-r-'. -I d.Ir. V1 Ill lr'. il',r'r,r. Q,+i ,.r'. Vclr.' Qa,rcl*,ri,+ 
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Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum; 

3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
7Q1L)L) ru ruit iii 1)V)rv)I ')A 

Cl 1.4$ 1.41 I I '..14 I .14 •$ 1.4141 I g..1 t..'.J C. I 1. I I3C.4I C..t Desember 2021 penha 

Penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGN ii MUR SELAKU KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS 
PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA 
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
KOTAWARINGIN TIMUR; 

PERTAMA : MenunjukiMengangkat nama ESKAN1A INDRAWAT!, S.E NIP. 19971221 
202203 2 007, Penata Muda (IllIa), sebagai Petugas Pengelola Anggaran 
Belanja Pegawai (PPABP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023; 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Petugas Pengeola Anggaran Belanja Pegawa (PPABP) sebagamana 
ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. Memeriksa dan memperbaiki perubahan data pegawai pada catatan 

dasar daftar gaji pegawai (Aplikasi GPP) apabila ada perubahan, 
sebagai bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya; 

2. Meng update Versi Aplikasi GPP setiap ada Up Date terbaru: 
3. Mengumpulkan dan memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar 

Penerim aremunerasi dan pada aplikasi Komdanas dan memperbaiki 
apabila ada perubahan data kepegawaiannya, sebagai bahan 
penghitungan Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja; 

4. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan 
dasar daftar gaj; pegawai sesua perubahan data pegawainya den 
peraturan perundangan yang berlaku sebagal bahan penyusunan 
konsep daftar gaji dan rapel; 

5. Memeriksa dan Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat 
perinciannya pada catatan dasar berupa absen kehadiran dan data lain 
untuk permintaan Remu nerasilTKK setiap bulan nya sesuai perubahan 
data pegawai, absen dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai 
bahan penyusunan konsep Rem unerasi/ TKK; 

6. Membuat dan mengetik konsep daftar Gaji nduk pegawai setiap 
bulannya; 

7. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 
(SKKP) bagi pegawal yang pindah: 

8. Menyerahkan daftar Gaji lnduk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, 
Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Muka Gaji (Persekot 
Gaji), Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendarawan sebagai 
bahan pembuatan surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara; 

9. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji (Dosir) sebagai bahan 
permintaan pembayaran gaji setiap pegawai; 

Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawal (PPABP) pada Sekretariat 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara 
administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan 
secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran 
Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; 

Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan mi di 
bebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023: 
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Hut., M.M.A. 
Tk. I (IV/b) 

9741 013 200003 1 002 

-4- 

KEUMA Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan mi terhitung 
sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan apabila 
ternyata dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ml 

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Dttetapkan di Sampit 
Padatanggal 05 Januari 2023 

Kepala Sekretariat 
Seta . - engguna A ggaran, 

Tembusan kepada Yth: 
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta; 
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit; 
4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur; 
5. Yang bersangkutan; 
6. Arsip. 
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